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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, 

maka disimpulkan sebagai berikut:  

1. Faktor yuridis yang menyebabkan bank atau lembaga pembiayaan 

belum menerima hak cipta sebagai objek jaminan fidusia antara lain: 

a Bank dan lembaga pembiayaan mengalami kesulitan 

memberikan estimasi tentang nilai dari hak cipta sebagai objek 

jaminan fidusia karena sampai saat ini belum ada lembaga 

appraisal yang mampu menaksir harga menentukan. 

Kemampuan appraisal yang terbatas, belum mampu 

menilai/menaksir nilai dari hak cipta tersebut. Nilai hak cipta 

sangat penting baik bank dan lembaga pembiayaan karena 

mengutamakan pengembalian dana yang menjadi pinjaman 

debitor diharapkan nilai hak cipta lebih besar dari nilai 

pinjaman atau minimal sama dengan nilai pinjaman sebagai 

wujud kepastian bagi kreditor pelunasan utang debitor. 

b Pangsa Pasar dari hak cipta yang terbatas, sehingga 

memberikan kekhawatiran kepada kreditor bilamana debitor 

wanprestasi, akan sulit untuk dilakukannya eksekusi, sebab 
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tidak semua masyarakat mengerti dan memahami karya cipta 

tersebut. 

2. Pelaksanaan hak ekonomi jika dari hak cipta sebagai objek jaminan 

fidusia dieksekusi oleh bank atau lembaga pembiayaan yaitu: 

a Dilakukan oleh pihak debitor (pencipta), pencipta tetap 

melakukan kegiatan- kegiatan yang berorientasi pada uang 

yang berhubungan langsung dengan karya ciptaan tersebut 

sehingga bank dan lembaga pembiayaan menerima hak 

ekonomi  berupa royalti yang dihasilkan, karena hak cipta 

adalah hak yang bersifat personal apabila ada peralihan pihak 

yang menerima peralihan belum tentu dapat mengambil 

manfaat, bahwa hak cipta melekat pada subyek tertentu tidak 

mudah kemudian untuk diambil manfaatnya oleh pihak lain.  

b Bank atau lembaga pembiyaan sebagai kreditor yang 

melakukan sendiri  atas karya-karya yang memang bisa 

diperalihkan secara lepas dari pencipta kepada pihak bank atau 

lembaga pembiyaan sehingga dapat menikmati hak ekonomi 

yang tujuannya sebagai pelunasan utang. 
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B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka penulis memaparkan saran sebagai 

berikut: 

1. Pembentuk Undang-Undang khususnya Undang-Undang Hak Cipta 

sebaiknya lebih menguraikan secara jelas mengenai hak cipta sebagai 

objek jaminan fidusia, sehingga pelaksanaan hak cipta sebagai objek 

jaminan fidusia tidak hanya sebatas uraian pasal tetapi hal tersebut 

dapat dipergunakan khususnya para pencipta untuk memproleh dana 

dengan mempergunakan karya ciptaannya sebagai objek jaminan 

fidusia. 

2. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengatur dan pengawas 

lembaga keuangan bank maupun non bank selain memberikan 

sosialisasi mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, Otoritas 

Jasa Keuangan juga bergerak cepat untuk mengkaji dan membentuk 

terobosan hukum baru mengenai hak cipta sebagai objek jaminan 

fidusia. 

3. Bank atau lembaga pembiayaan sebagai lembaga yang memberikan 

pinjaman dana dalam bentuk perkreditan, mampu mengakomodasi dan 

menerima hak cipta sebagai jaminan fidusia sebab hak cipta 

merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai 

ekonomi akan berkembang dan diarahkan kepada perbankan 
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